
BABl 

PE� DAHULUAr\ 

Negara Repubhl.. lndoncs1a adalah m:gara yang berdasarkan hukum, itu berani 

bahwa sesuatu pcrbuatan yang melanggar hukum atau pcrundang-undangan yang 

berlal.'1 mesn dapat dipertanggung.Jawabkan akibat danpada perbuatannya tersebul 

Oleh sebab 1tu �egara Repubhk Indonesia yang sedang membangun saat im 

berusaha untuk me\\eu;udkan kcs.:1ahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan 

mengadakan pembenahan dt b1dang hukum. 

Sejalan dengan hat te!"iebut bangsa Indonesia telah melahirkan suatu peraturan 

pcrundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penahanan 

tcrhadap seseorang yang mclakukan pdanggaran hukum tersebut Uodang-uodang 

yang dimaksud tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara P1dana (KUHAP) 

S.:bdum lah1m� ;1 i...11.ib UnJ;mg-undang I lukum Acara Ptdana mt, Acara 

Perad1lan Pidana lndon.:sia mcmakat I let Herzme lnslands Reglcment (HIR), namun 

karena HIR ini dianggap kurang sesua1 dengan perasaan hukum bangsa Indonesia 

maka dikodifikasikanlah Kitab Undang-undang Huk\lm Acara Pidana yang lebih 

menjunjung tinggi praktek humamsas1 dalam rangka penegakkan keadilan oleh aparat 

penegak buk\lm 

Kelah1ran Knab Undang-undang Hukum Acara P1dana mi diikull dengan 

aturan pelaksanaannya }akm Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Dengan 
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demikian lahirnya Ki tab Undang-undang H uk"UID Acara Pidana tel ah mernberikan 

cakrawala baru dalam penegakkan hukum keadilan, perlindungan harkat dan martabat 

manusia. 

A. Pengertian .Judul dan Penegasan 

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang mclaksanakan pembangunan di bidang 

hukum (istilah sekarang ini disebut supremasi hukum). Pembangunan di bidang 

hukum salah satu diantaranya dengan terbentuknya Hukum Acara Pidana (selanjumya 

disebut dengan KUHP). Dengan demikian unruk pertama kalinya bangsa Indonesia 

l.ita memilil.1 Undang-undang Hui.um Acara P1dana has.ii karya bangsa sendiri. 

Hal ini ditegaskan oleh Abdul G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan dan 

Achmad Sanwso yang mengatakan bahwa : 

K.itab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengemban aus1 
daripada Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang Pembangunan Hukum 
(TAP. MPR RI Nomor : IV/MPR/1978) yaitu agar masyarakat dapat 
menghayati hak dan kcwajiban dan dapat dicapai serta ditingkatkan 
pembmaan sikap para pelaksann penegak huk:um sesuai dengan fungsi dan 
•Newenangnya masing-masing ke arah tegakn5a serta mantapnya hukum, 
keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 1 

Sesuai dengan tuJuan Kitab Undang-undang Huk:um Acara Pidana (KUHAP) 

maka dapat dijumpai hal-hal yang berhubungan dengan asas-asas peradilan yaitu 

cepat, sederhana dan murah (biaya ringan). Selain itu juga menganut asas praduga tak 

bersalah (Presumption of In Onccn) yang berarti bahwa terhadap seseorang yang 

1' Abdul Hakim G 1\usanrara, Luhul MP Pangaribuan, Achmad Sailloso, KUHAP dan 
Poraturan-p.raturan Ptl:1ksa11a. f>enerbit Ojambatan .. 1996, hat 274. 
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mas1h menjalam proses peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 

pcne1apan hukum:rn ) ang s:ih. Hal 1n1 benujuan un1ul. menghindan tmdakan 

Se\\enang-\\enang dan aparat penegak hulaun terhadap tahanan yang mas1h 

menJalani proses perad1lan pidana. 

Berdasarkan JUdul yang telah ditentukan yaitu Tl/l.'JAUAN TENTANG 

PE.VAHANAJ\' .\fJ-:xuutrr UXDAX< i-1 Nl>AN(} NOMOR 8 f"AHUN 1981 (KU HAP) 

PrlDA RUMAH TrlHANAN NEGARA KLAS I MEDAN DAN PELAKSANAANNYA, 

maka terlebih dahulu Penuhs akan mcmberikan pengenian secara etimologi yanu 

T101auan artin)a mehhat arau memenksa sesuatu hal ? 

Tentang aninya hul, mcngenai sesuatu. 11 

Pcnahanan artln)a penempatan tersangka atau terdak-v.a di tempat tertentu oleh 

Penyidik tPohs1), Penuntut Umum (Jaksa) dan Pemenksaan (Hakim) dengan 

penernpannya dalam ha! Serta Menurut cam yang diatur dalam Undang-undang. �1 

Menurut merupakan kata sambung. si 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) arunya singkatan dari Kitab 

Undang-undang Hui.um Acara P1dana yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 

31 Desember 1981 olch Menten Sekretaris Negara Republik Indonesia dan 

dtdaftarkan pada Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 6> 

11 W JS Poel""adarminta. Kamut l mum llahasa lndonnia. Pcncrbil PN Balai Pustaka, 
Jakarta, ha! 125 
;1 lbid,hal 1480 
41 I b i d, hal I 078 
'' I b i d, hal I 554 
... I b i d. hat 124 
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Pada merupakan kata yang menunjukkan suatu tempat. 7) 

Rumah Tahanan Negara yaitu sualu Unn Pelaksanan Teknis yang merupakan 

tempat tersangka atau terdak"'a dllahan selama proses Penyidikan (Pohsi), 

Penuntutan Umum (Ja\..sa) dan Pemeriksaan (Hakim Pengadilan Negen, Hakim 

Pengad1lan Tingg1 atau Hakim Mahkamah Agung) di s1dang pengadilan. 81 

Dan merupakan kata :.ambung � ang dapat membentuk atti dalam suatu kal1ma1 9l 

Pelaksanaan an10ya perwujudan dalam suatu pekerjaan. 101 

Maka Bcrda,ar\..an pengen1an 'ecara etimologi, maka Penuhs dapat 

mengan1kan Judul s\..nps1 m1 secarn umum yanu suatu pandangan tentang 

pela\..sanaan penempatan tersangka atau terdakwa selama mcnJalani proses perad1lan 

di Unit Pelaksanan Teknis Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981. dalam hubungannya dengan perv•ujudan cita-c1ta huk'UIIL 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ktta senng mcndcngar dan bahkan melihat tcrjad1nya penangkapan dan 

penahanan terhadap -;.:>.:orang maupun keluarga kita yang dilakukan oleh aparat 

penega\.. hu\..um 1 entu bag1 sekalangan orang khususnya mereka yang kurnng 

memnharni 1emang pra\..1ek-praktek !ml.um akan menerima bila dirinya ditangkap dan 

d11ahan tanpa mcnan�akan keabsahan perbuatan tersebut. 

., I b i d, hat 151 
•, Oepartemen Kcha�iman RI. Polu Ptmbinuo N11J1oidanl!!Tahanan, Tahun 1990. 
Ce1akan t, hal 7 '' Badudu Zam, Kn mm l mum Bah•> Indonesia, Pcnerbil DJmaba1an, hat 307 
" Ibid, hat 7S7 
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